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BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Tuapejat, 17 Oktober 2025

Nomor :600.3.2.1/901/Bid TU PUPR/X/2025

Sifat : Biasa

Lampiran  : 2 (dua) berkas

Hal : Undangan Konsultasi Publik | Penyusunan KLHS
RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai

Yth.

(daftar terlampir)

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tengah menyusun Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan
Mentawai. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, kami akan melaksanakan Konsultasi Publik |
untuk menjaring isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, serta menerima masukan dan
saran dari para pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada
kegiatan ini yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal . Selasa /21 Oktober 2025

Waktu : Pukul 08.30 WIB - Selesai

Tempat : Aula Kantor Bupati

Acara . Konsultasi Publik | Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

Mengingat pentingnya pelaksanaan Konsultasi Publik | Penyusunan KLHS RTRW ini
sebagai salah satu tahapan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan Persetujuan Substansi
RTRW ke Kementerian ATR/Kepala BPN, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara secara tatap
muka (offline). Bagi Bapak/lbu/Saudara yang tidak dapat hadir secara langsung, kegiatan ini juga
dapat diikuti secara daring melalui Zoom Meeting:

https://us06web.zoom.us/{/82565299171?pwd=BRi5cOybdZ8mSRwAYLRcfiCf42pED0. 1
Meeting ID : 825 6529 9171
Passcode : RTRW

Untuk Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan dan konfirmasi kehadiran dapat
menghubungi narahubung kami yaitu Sdr. Marzuki Imasata No HP/WA 081322233310 dan Sdri.
Annisa Rahmi No HP/WA 081268940627

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

RINTO WARDANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Lampiran 1 (satu)

Nomor :600.3.2.1/901/Bid TU PUPR/X/2025
Tanggal : 17 Oktober 2025
DAFTAR UNDANGAN
JUMLAH
NO UNDANGAN PESERTA
| | DPRD KEPULAUAN MENTAWAI 3 Orang
1 | Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai 1 Orang
2 | Wakil Ketua | DPRD 1 Orang
3 | Wakil Ketua Il DPRD 1 Orang
Il | PROVINSI SUMATERA BARAT 2 Orang
4 | Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat 1 Orang
5 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 1 Orang
Il | PERANGKAT DAERAH 58 Orang |
6 | Sekretaris Daerah 1 Orang
7 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 Orang
8 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat 1 Orang
9 | Asisten Administrasi Umum 1 Orang
10 | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan 1 Orang
11 | Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 1 Orang
12 | Staf Ahli Bidang Bupati Pemerintahan, Hukum dan Politik 1 Orang
13 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Orang
14 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Orang
15 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
16 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 Orang
17 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Orang
18 | Kepala Dinas Perikanan 1 Orang
19 | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1 Orang
20 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 Orang
21 | Kepala Dinas Perhubungan 1 Orang
22 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Orang
23 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Orang
24 | Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 1 Orang
25 | Kepala Dinas Kesehatan 1 Orang
26 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Orang
27 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 Orang
28 | Sekretaris BAPPEDA 1 Orang
29 | Sekretaris Dinas PUPR 1 Orang
30 | Kabag Hukum Sekretariat Daerah 1 Orang
31 | Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah 1 Orang
32 | Kabag SDA dan Perekonomian Sekretariat Daerah 1 Orang
33 | Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 1 Orang
34 | Kabid Tata Ruang Dinas PUPR 1 Orang
35 | Kabid Bina Marga Dinas PUPR 1 Orang
36 | Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR 1 Orang
37 | Kabid Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas PUPR 1 Orang
38 | Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah BAPPEDA 1 Orang
39 | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat,
Sosbud dan Pemerintahan BAPPEDA 1 Orang
40 | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya
Alam BAPPEDA 1 Orang
41 | Kabid Kawasan Permukiman DPKP 1 Orang
42 | Kabid Perumahan DPKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



43 | Kabid Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1 Orang
44 | Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian 1 Orang
45 | Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP 1 Orang
46 | Kabid Operasional Dinas Satpol PP dan DAMKAR 1 Orang
47 | Kasi Penegakan POL PP Dinas Satpol PP dan DAMKAR 1 Orang
48 | Kepala UPT PAM 1 Orang
49 | Camat Sipora Utara 1 Orang
50 | Camat Sipora Selatan 1 Orang
51 | Camat Siberut Tengah 1 Orang
52 | Camat Siberut Utara 1 Orang
53 | Camat Siberut Selatan 1 Orang
54 | Camat Siberut Barat Daya 1 Orang
55 | Camat Siberut Barat 1 Orang
56 | Camat Sikakap 1 Orang
57 | Camat Pagai Utara 1 Orang
58 | Camat Pagai Selatan 1 Orang
TIM PNDAMPINGAN KLHS RTRW 5 Orang
59 | Dr. Ir. Darmawan, MSc / Tenaga ahli KLHS 1 Orang
60 | Dr. Muchsin Riviwanto, SKM, Msi / Tenaga ahli KLHS /ahli lingkungan 1 Orang
61 | Irdam Huri S.Sos, M.Si/ Tenaga Ahli sosial ekonomi dan budaya 1 Orang
62 | Aldi Ferdian, S.T / Tenaga Ahli GIS 1 Orang
63 | Meri Yoseva, SSi, M. Si/ Tenaga ahli lingkungan 1 Orang
IV | BADAN/INSTANSI VERTIKAL/LEMBAGA 19 Orang
PROFESI/ORMAS/LSM/TOKOH MASYARAKAT
64 | Kepala Kantor BPN Kepulauan Mentawai 1 Orang
65 | Kepala BPS Kepulauan Mentawai 1 Orang
66 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaam Hutan Produksi 10rang |
67 | Kepala PT.Telkom Cabang Tuapejat 1 Orang
68 | Kepala PT.PLN Cabang Tuapejat 1 Orang
69 | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il Siuban 1 Orang
70 | KNPI Kepulauan Mentawai 1 Orang
71 | Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) 1 Orang
72 | Yayasan Surfaid 1 Orang
Center For Disaster Risk Management and Community Development
73 | Studies (CDRM&CDS) 1 Orang
74 | Akademi Komunitas Mentawai 10rang |
75 | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kepulauan Mentawai 1 Orang
76 | Nusa Tebbai Mentawai 1 Orang
77 | Yayasan Pondasi Hidup 1 Orang
78 | Yayasan Sheep 1 Orang
79 | Asosiasi Resort 1 Orang
80 | Juni Arman Samaloisa/ Tokoh Masyarakat 1 Orang
81 | Tomi Eriawan, S.T, M.T/Perwakilan ASPI 1 Orang
82 | Nina Gustina, S.T, M.T/Perwakilan IAP 1 Orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Lampiran 2 (dua)

Nomor :600.3.2.1/901/Bid TU PUPR/X/2025
Tanggal 17 Oktober 2025
Rundown Acara Konsultasi Publik |
Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai
; : . Narasumber/
Hari/Tanggal Waktu Kegiatan/Materi Pananaauna Jawab
anggung Jawab |
Selasa / 21 08.30 — 08.40 Wib | Registrasi Seluruh Peserta
Oktober 2025

08.40 — 08.55 Wib

Kata Sambutan Ketua FPR
Kabupaten Kepulauan
Mentawai

Sekretaris Daerah
Bpk. Martinus D

08.55 - 09.10 Wib

Kata Sambutan sekaligus
pembukaan acara
Konsultasi Publik |
Penyusunan KLHS RTRW
Kab. Kep Mentawai

Bupati Kepulauan Mentawai
Bpk. Rinto Wardana

09.10 — 09.20 Wib

Break Coffee/Snack

Seluruh Peserta

09.20 — 10.20 Wib

Mekanisme Penyusuan
KLHS Sesuai PermenLHK
No 13 Tahun 2024 tentang
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

DLH Provinsi Sumatera Barat

10.20 - 12.20 Wib

Paparan Materi

a. Krakteritik Wilayah

b. Isu Lingkungan dari
dokumen KRP

c. Isu Lingkungan dari
dokumen perencanaan
lainnya

Tim Pendampingan

12.20 — 13.00 Wib

Ishoma

Seluruh Peserta

13.00 — 14.00 Wib

Penjaringan Isu Strategis

DLH Provinsi Sumatera Barat

14.00 — 14.15 Wib

Penandatanganan Berita
Acara Konsultasi Publik |
Penyusunan KLHS RTRW
Kab. Kep. Mentawai

Perwakilan Peserta

14.15 Wib

Penutupan

Sekretaris Daerah
Bpk. Martinus D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




